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Otorita IKN Berkomitmen Ciptakan Lingkungan Investasi yang
Kondusif

203 Pasal Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN Tuntas Dibahas

BALIKPAPAN — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian dan Lembaga (K/L)
selesaikan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang membahas 203
pasal terkait fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Nusantara, untuk selanjutnya siap
diterbitkan. Agenda ini berlangsung selama tiga hari, mulai Senin (8/1/2024) hingga Rabu
(10/1/2024), di Balikpapan.

Rapat substansi harmonisasi RPMK ini merupakan kolaborasi lintas K/L yang terdiri dari Otorita
IKN Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Investasi/BKPM, Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dimana secara khusus membahas pasal-pasal yang
menjadi perhatian investor dalam melaksanakan pembangunan di IKN.

203 pasal tersebut membahas aturan mengenai insentif perpajakan, insentif perpajakan properti,
insentif Corporate Social Responsibility (CSR) seperti donasi, pembangunan fasilitas sosial, dan
pembangunan fasilitas umum yang bersifat non-komersial, implementasi pemberian fasilitas
perpajakan dan kepabeanan, serta regulasi fasilitas lainnya yang diperuntukan bagi investor.

Regulasi ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para investor, baik yang
akan memulai maupun yang melanjutkan pembangunan di IKN.

Untuk memahami urgensi, kebutuhan nyata, serta antusiasme investor dalam pembangunan
IKN, Tim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipimpin langsung oleh Staf Ahli Menteri
Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arasal berkunjung ke IKN pada Selasa (9/1/2024).
Kunjungan Kemenkeu didampingi oleh Tim dari Otorita IKN untuk meninjau aktivitas investasi
dan pembangunan di IKN.

Dalam peninjauan tersebut, Tim Kemenkeu melihat gambaran langsung progres pembangunan,
antara lain pembangunan Hotel Nusantara. Hotel Nusantara diinisiasi oleh Konsorsium
Nusantara (Agung Sedayu, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Mulia Group, Salim Group, Astra,
Barito Pacific, Kawan Lama, dan Alfamart) yang saat ini progres pembangunannya sudah
mencapai 40 persen.

Melalui wawasan terkait realisasi pembangunan tersebut, selanjutnya dilakukan rapat kedua
mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala (Ranperka) Otorita IKN terkait
kemudahan berusaha, pada Rabu (10/1/2024).

Secara lini masa, rapat substansi RPMK tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif sejak
Agustus 2023 hingga Januari 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Otorita IKN dalam
menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.

Proses harmonisasi yang transparan dan kolaboratif lintas K/L ini memastikan bahwa setiap
regulasi yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan investor dan mendukung percepatan
pembangunan di IKN. Lebih lanjut, dari hasil Harmonisasi RPMK, selanjutnya proses
administrasi akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
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“Otorita Ibu Kota Nusantara terus memastikan kebijakan terbaik bagi para investor di Nusantara
dengan melakukan konsultasi yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga di Republik
Indonesia. Regulasi yang disusun diharapkan akan memudahkan investor sekaligus memastikan
manfaat bagi negara melalui pembangunan IKN,” jelas Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi
Otorita IKN, Agung Wicaksono (10/1/2024).

Otorita IKN terus menyusun kebijakan yang terbaik bagi iklim investasi Nusantara dengan
melibatkan atensi Kementerian dan Lembaga. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang
diambil menunjukkan keseriusan dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan
berkelanjutan untuk masa depan IKN.

Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

Kontak:
halo@ikn.go.id / humas@ikn.go.id

Website . ikn.go.id

Instagram : instagram.com/ikn_id
Facebook . facebook.com/iknindonesial
Twitter : twitter.com/ikn_id

Youtube : IKN Indonesia

#KotaDuniauntukSemua
#Nusantara
#IbuKotaNegara

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir
empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara
akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat
transformasi ekonomi negara. Otorita lbu Kota Nusantara (OIKN) ialah otoritas yang mengelola dan
mengatur Nusantara. OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah
Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. OIKN bertugas sebagai pendukung
persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.
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